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ABSTRAK

RIA TRISNOMURTI. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan  Pengawasan Terhadap Notaris 
Sebagai Pemegang Protokol (dibimbing oleh Musakkir dan Syamsul Bachri).

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh (1) pelaksanaan kewenangan 
majelis pengawas notaris terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris, 
(2)  kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris yang tidak sejalan dengan 
ketentuan perundang-undangan.

      Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tahun 2006 – 2012.  Metode yang 
digunakan adalah sosio yuridis, dengan jumlah notaris sebanyak 131 orang. Analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk mengungkapkan keterkaitan UUJN, dengan 
teori hukum, dan implementasinya. Populasi notaris, lembaga pengawasan, lembaga 
organisasi profesi, lembaga peradilan, aparat kantor wilayah hukum dan hak azasi manusia, 
warga masyarakat, dengan sampel secara purposif. Data primer diperoleh langsung dari 
hasil wawancara atau quesioner, data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan 
buku-buku, yang di analisis secara kualitatif  untuk menjelaskan fenomena dengan 
menggunakan landasan teori dan peraturan perundang-undangan. 

      Hasil penelitian menunjukan bahwa  pelaksanaan pengawasan oleh MPD belum 
terlaksana secara optimal, meskipun dapat dikatakan efektif dengan adanya peningkatan 
terhadap pelaksanaan beberapa kewajiban notaris sebagai pemegang protokol,  dalam hal 
pelaksanaan pendokumentasian minuta akta dan buku daftar akta sebanyak 73 % - 98 %, 
pendokumentasian penyampaian salinan buku – buku daftar kepada MPD sebanyak 77 % -  
98 %, dan dari sebanyak 270 pengaduan yang berkaitan dengan panggilan penyidik, 
penuntut umum, hakim, dan masyarakat, notaris yang bersangkutan hadir dalam sidang 
MPD dan melaksanakan keputusan MPD, sebagai kewajiban notaris dalam pelaksanaan 
jabatannya. Adapun  pelaksanaan beberapa kewajiban notaris lainnya masih belum efektif 
terutama yang berkaitan dengan serah terima protokol notaris. 



Abstract

RIA TRISNOMURTI . Implementation Effectiveness Monitoring Authority Against 
Notary As Holder Protocol ( guided by Musakkir and Syamsul Bachri ) .

      This study aims to determine how far ( 1 ) implementation of the supervisory 
council authority notary notary against liability as the holder of a notary protocol , ( 2 
) as the holder of the obligation notary notary protocols that are inconsistent with the 
statutory provisions .

      The research was conducted in the city of Makassar , the year 2006-2012 . The 
method used is a socio- juridical , with the number of notary 131 people . Analysis of 
the data used is descriptive analysis to reveal the relationship UUJN , with legal 
theory , and implementation . Population notary , oversight agencies , professional 
organizations institutions , the judiciary , district office officials and human rights law , 
members of the community , with a purposive sample . Primary data were obtained 
directly from interviews or questioner , secondary data obtained from the legislation 
and the books , which in qualitative analysis to explain the phenomenon by using the 
basic theory and legislation .

      The results showed that the implementation of the supervision by the MPD has 
not been done in an optimal , although it can be said to be effective with an increase 
in the implementation of a notary duties as the holder of the protocol , in terms of 
implementation and documentation minuta deed books deed lists as much as 73 % - 
98 % , documenting the delivery of a copy of the book - the book list to the MPD as 
much as 77 % - 98 % , and from as many as 270 complaints relating to call 
investigators, prosecutors , judges , and the public , notary present in the session 
MPD MPD and execute decisions , as in the execution of his duty notary . The 
implementation of some other notary duties have not been effective , especially with 
regard to the handover protocol notary .
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR  BELAKANG MASALAH

           

      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN),  yang diundangkan,  pada tanggal 06 

Oktober 2004, mempunyai visi, mewujudkan negara hukum yang dapat menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan 

keadilan, dan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat;

2. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada notaris; dan

3. Memberikan jaminan terhadap validitas dari akta notaris sebagai alat bukti yang 

sempurna.  

      Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam UUJN (Pasal 1 angka 1 

UUJN). Sebelum lahirnya UUJN, lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan 

terhadap notaris dilakukan oleh pengadilan negeri setempat (kota atau kabupaten) di 

tempat kedudukan notaris, namun sejak UUJN diundangkan, pengawasan terhadap 

notaris dilakukan oleh majelis pengawas yang dibentuk  Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, yang terdiri dari majelis pengawas daerah, 

majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat, untuk selanjutnya disebut 

MPD, MPW, dan MPP. Pada setiap jenjang  majelis tersebut berjumlah 9 orang 

anggota , terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi, dan 



masing-masing unsur terdiri dari 3 orang anggota. Adapun dasar pembentukan dari 

UUJN tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang huruf b dan 

huruf c yang berbunyi sebagai berikut :

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, 

atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;

c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam 

pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

      Berkaitan dengan pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksudkan dalam 

Pasal 1 angka 6  UUJN yang menyatakan bahwa  majelis pengawas adalah suatu 

badan yang oleh UUJN telah diberi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan  notaris. 

Atas dasar ketentuan di atas maka ditindak lanjuti dalam peraturan pelaksanaannya, 

yang mengatur masing-masing majelis pengawas memiliki tingkatan kewenangan di 

bidang pengawasan, antara lain di atur dalam :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No nomor 

: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara  

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis 

Pengawas Notaris.

      Kata “suatu badan” adalah terkandung maksud sebagai suatu lembaga yang 

hakekatnya melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak 



Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan 

pemberhentian) khususnya pengawasan terhadap notaris. 

Menempatkan kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat 

preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna   represif – kuratif,  

yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran 

jabatan dan perilaku.  

      Fungsi pembinaan antara lain dengan cara melakukan pemeriksaan berkala 

kepada notaris sebagai pemegang protokol notaris, sedangkan fungsi pengawasan 

adalah sebagai salah satu instrumen pencegahan agar tidak terjadi mal praktek 

notaris atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.

MPD  sebagai ujung tombak yang melakukan pengawasan dimaksud, mempunyai 

peranan yang sangat penting,  dalam  pelaksanaan kewajiban notaris terhadap 

protokol notaris, termasuk didalamnya  melakukan pemeriksaan terhadap protokol 

notaris, baik secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu dianggap perlu 

serta melakukan pemeriksaan terhadap notaris dan protokol notaris dalam sidang 

MPD,  berkaitan dengan pemanggilan penyidik, penuntut umum atau  hakim untuk 

proses peradilan atau laporan pengaduan masyarakat. Dalam pelaksanaan jabatan 

notaris, menyimpan, memelihara, dan memperlakukan protokol notaris adalah 

kewajiban yang sangat penting, baik terhadap protokol notaris itu sendiri maupun 

protokol notaris lain yang secara sah berada dalam penyimpanannya. Kewajiban 

dimaksud harus dilakukan oleh notaris dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat yang dilayani oleh notaris, berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakat terhadap akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai 

alat bukti tertulis yang sempurna, yang setiap saat diperlukan harus dapat 

dipergunakan oleh masyarakat  yang berkepentingan.



Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap 

kewajiban notaris yang berkaitan dengan protokol notaris dalam UUJN,  terinspirasi 

dari Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tanggal 26 Januari 1860 – Stb. 

No.3 (untuk selanjutnya disebut PJN), yang mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1860, 

seperti antara lain yang diatur dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 

55, Pasal 56,  Pasal 61 dan Pasal 66 PJN, namun pada saat ini PJN sudah tidak 

berlaku lagi yaitu sejak UUJN diundangkan.  Meskipun, PJN sekarang sudah tidak 

berlaku lagi, PJN tetaplah menarik untuk dipelajari karena produk hukum ini banyak 

mengandung unsur positif yang berguna bagi pengembangan perundang-undangan 

di bidang kenotariatan di masa yang akan datang. Bahkan UUJN pun isinya banyak 

terinspirasi oleh PJN. Dalam kaitannya  dengan pemeriksaan terhadap protokol 

notaris tersebut di atas perlu dicermati pendapat Lumban Tobing (1999 : 301), 

bahwa :

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, i.c. badan-badan 
peradilan terhadap para notaris, ialah agar para notaris sebanyak mungkin 
memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari 
kepentingan masyarakat umum. 

       
Lebih lanjut dikatakan oleh Lumban Tobing (1999 : 321),  bahwa :

Tugas para inspektur ialah untuk memeriksa akta-akta yang dibuat oleh para 
notaris dan menyesuaikannya dengan repertorium dan klapper-klapper, untuk 
mengetahui apakah di dalam pembuatan akta-akta itu ada dilaksanakan 
peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan apakah ada 
dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam Aturan Bea Meterai 1921.  

Bea meterai dikenakan baik pada akta otentik (akta asli atau sahih) maupun 

salinannya atau kutipannya yang diberikan kepada para penghadap atau yang 

memintanya, masing-masing dengan bea meterai yang sama besarnya.  Dalam akta 

notaris, bea meterai diberikan pada minuta akta, surat-surat di bawah tangan yang 

dilekatkan pada minuta akta, salinan akta, kutipan akta, dan salinan grosse akta. 



      Perbedaan yang paling jelas antara PJN dan UUJN mengenai pemeriksaan 

terhadap protokol notaris selain pelaksana pengawasnya juga adalah keberadaan 

Pasal 66 UUJN, sehingga oleh karena itu notaris dalam dalam pelaksanaan 

jabatannya, tidak dapat begitu saja memperlakukan hal-hal yang berkaitan dengan 

protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya kepada penyidik, penuntut 

umum, atau hakim, guna kepentingan proses peradilan tanpa persetujuan terlebih 

dahulu dari MPD.  Pasal 65 UUJN telah mengatur bahwa notaris bertanggung jawab 

atas setiap akta yang dibuatnya,  meskipun protokol notaris itu telah diserahkan 

kepada pihak penyimpan protokol notaris.  Sehingga dengan demikian, bersumber 

dari ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta 

yang dibuatnya, akan berlangsung terus menerus, meskipun protokol notaris itu 

sudah tidak berada dalam penyimpanan notaris itu sendiri. Lain halnya dengan 

tanggung jawab seorang notaris sebagai pemegang protokol notaris, akan 

berlangsung terus menerus, sepanjang notaris yang bersangkutan menjalankan 

jabatannya sebagai notaris dan sepanjang kewenangan dan kewajiban sebagai 

pemegang protokol notaris oleh yang berwenang tidak pernah dialihkan kepada 

pemegang protokol notaris lain atau MPD. 

Pemegang protokol notaris adalah seorang notaris  yang telah diangkat dan 

mengucapkan sumpah dan janji dihadapan pejabat yang ditunjuk.  Notaris tersebut 

di atas, selain sebagai pemegang protokol notaris itu sendiri dapat pula sebagai 

pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia sebagai pemegang protokol notaris lain, yang 

disebabkan karena adanya penyerahan protokol notaris sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 62 UUJN. Selain notaris tersebut, MPD adalah pemegang protokol 

notaris, untuk protokol notaris yang telah berumur lebih dari 25 tahun.



Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang 

harus disimpan dan dipelihara oleh notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN).  Minuta akta 

dan buku daftar akta adalah bagian dari protokol notaris sebagaimana dimaksudkan 

dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN.

Protokol notaris adalah arsip negara dan bukan milik pribadi notaris,  namun notaris 

dalam melaksanakan jabatannya adalah berkewajiban untuk menyimpan ditempat 

yang aman, mudah terjangkau, dalam ruangan dan lemari yang dapat dikunci, harus 

dijaga dan dipelihara sedemikian rupa agar tetap utuh, tidak mudah lapuk, hancur 

atau musnah baik karena dimakan ngengat ataupun kebakaran. Demikian pula 

notaris wajib memperlakukan minuta akta atau asli akta notaris sebagai akta otentik, 

yang merupakan bagian dari protokol notaris, sedemikian rupa dengan tata cara 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN, dengan demikian dalam 

pelaksanaan kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris, tidak ada 

salahnya untuk tetap melaksanakan tata cara penyimpanan dengan berpedoman 

pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 PJN sebagai kewajiban notaris,  yang 

menyatakan bahwa, para notaris menyimpan minuta, daftar, repertorium dan klapper 

mereka dengan cermat dan menyimpannya di tempat yang mudah dicapai dan 

aman. Dalam kaitan dengan kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris 

sebagaimana telah diuraikan di atas,  penulis sependapat   dengan pendapat-

pendapat sebagai berikut :

Lumban Tobing (1999 : 328), bahwa :

      Akta-akta, repertorium dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan 
disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti 
misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga 
terhadap pencurian. 

Tan Thong Kie (2007 : 526),  bahwa :



“ Harus diingat bahwa hilangnya buku minuta sering menyulitkan seorang notaris, 
tetapi yang benar-benar menjadi korban adalah masyarakat. pikirkan saja nasib 
surat-surat wasiat olografis dan rahasia, belum lagi kontrak-kontrak jangka 
panjang, jika minuta hilang”. 

      Penjelasan Umum UUJN mengatakan bahwa, akta otentik sebagai alat bukti 

terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang 

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian 

tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya 

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik 

pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang 

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan 

sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa 

tersebut tidak  dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta 

otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan 

nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti 

tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan 

sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat 

yang merupakan akta dan surat yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut 

menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta otentik inilah 

pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.   Dari bukti-bukti tulisan itu ada 

segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu yang dinamakan akta. 

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan 

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-



unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu 

bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.  

Alat-alat bukti menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk 

Wetboek  (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata/BW), terdiri atas bukti tulisan, 

bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 

Selanjutnya Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan, bahwa pembuktian dengan 

tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di 

bawah tangan. Kemudian, Pasal 1868 KUHPerdata, menyatakan, bahwa suatu akta 

otentik adalah suatu akta yang, di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di 

tempat di mana akta dibuatnya. Keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas 

sebagai dasar  diperlukan adanya pejabat yang berwenang untuk membuat alat 

bukti tulisan otentik, yakni pejabat umum, yang salah satunya adalah notaris yang 

mempunyai kewenangan-kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15  

UUJN. Surat bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal, dan 

material sebagai berikut :

a. Lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa 

yang tampak (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti 

akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Formal, yakni kekuatan antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah 

benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani 

oleh pejabat umum. Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang 

telah datang di muka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis dalam 

akta.



c. Material, yakni  kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa 

yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara material 

artinya isi dalam akta tersebut adalah benar. 

Menurut pendapat dahulu, yang sekarang sudah ditinggalkan, yang harus 

dianggap benar bahwa para pihak atau seseorang pada hari dan tanggal 

tersebut dalam akta, betul-betul telah menghadap kepada pegawai umum 

tersebut (formal), tetapi tidak mengenai kebenaran isinya (material). 

Pendapat sekarang yang dianut, tidak saja membuktikan bahwa para pihak atau 

seseorang telah menghadap (formal)  tetapi juga tentang yang diterangkan 

adalah benar (material).

d. Mengikat yakni mungkin isi surat otentik tersebut menyangkut pihak ketiga, maka 

apa yang disebut oleh para pihak atau seseorang (formal) dan isi akta tersebut 

(material) mempunyai kekuatan pembuktian ke luar.

e. Sempurna, artinya tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap. 

      Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 

angka 7 UUJN). Jadi, akta notaris adalah akta yang sengaja dibuat dalam bentuk 

dan tata cara tertentu, serta ditandatangani oleh pihak-pihak dihadapan notaris, 

mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan/atau ketetapan yang diharuskan oleh 

undang-undang dan/atau dikehendaki oleh pihak-pihak,  dengan maksud  setiap 

saat dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Begitu pentingnya peranan akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang dapat 

membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan memberikan perlindungan serta 

kepastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap akta 

notaris dimaksud, sehingga pada saat kapan pun pihak yang berkepentingan 



membutuhkan akta notaris dimaksud sebagai alat bukti, maka ia dapat meminta 

diperlihatkan atau meminta kembali salinan aktanya,  kepada notaris sebagai 

pemegang protokol notaris. Namun demikian dalam kenyataannya, meskipun 

pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban notaris sebagai 

pemegang protokol notaris, telah dilakukan oleh MPD  tetapi berdasarkan informasi 

yang penulis peroleh secara lisan pada bulan Juli 2012 dari Endang Soelianti, selaku 

Wakil Ketua MPD Notaris Kota Makassar, bahwa dalam hasil pemeriksaan, masih 

ada temuan notaris dalam pelaksanaan kewajiban  terhadap protokol notaris, diduga 

tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana seharusnya memperlakukan 

protokol notaris sebagaimana yang dimaksudkan oleh UUJN dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya.  Padahal peranan akta notaris yang merupakan bagian 

dari  protokol notaris, sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dalam kehidupan 

seseorang atau masyarakat sangat penting, terutama dalam rangka untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila 

terhadap keadaan tersebut dilakukan pembiaran, maka dapat menjadi salah satu 

penyebab yang membahayakan, terutama bagi orang atau masyarakat yang dilayani 

oleh notaris dimaksud, dan akibatnya kemerosotan dibidang kenotariatan akan terus 

terjadi, sehingga sampailah pada keadaan yang mengingatkan kepada kejadian 

dalam sejarah seperti yang ditulis oleh Lumban Tobing (1999 : 10)  sebagai berikut :

      Tidak mengherankan apabila karenanya dari kalangan masyarakat timbul dan 
terdengar banyak keluhan-keluhan mengenai kebodohan dari para notaris dan 
kekurang kepercayaan terhadap mereka. Dari orang-orang yang merasa 
dirugikan terdengar ucapan-ucapan : “Ognorantia notariorum, panis 
advocatorum” yang berarti “ Kebodohan dari para notaris adalah pencaharian 
(roti) bagi para pengacara “ dan “Stultitia notariorum mundus perit”, yang berarti 
“Dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para notaris.   

      Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan kewenangan majelis pengawas 

di bidang pengawasan belum menunjukan terwujudnya pelaksanaan tugas dan 



fungsi notaris yang profesional dan bertanggungjawab. Hal itu ditandai dengan 

adanya pengaduan yang diajukan kepada MPW Notaris Propinsi Sulawesi Selatan 

yang pertama kali terbentuk,  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.26-PW.07.02 Tahun 2004, 

tanggal 21 Desember 2004, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada saat itu 

MPD belum terbentuk, maka tugas dan kewenangan MPD dilaksanakan oleh MPW,  

sesuai  Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, 

Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menyatakan bahwa 

dalam hal MPD belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan 

oleh MPW, sehingga oleh karena itu  MPW Notaris Propinsi Sulawesi Selatan 

melaksanakan fungsi kewenangan MPD untuk daerah-daerah Kota/Kabupaten yang 

ada di wilayah  Propinsi Sulawesi Selatan, karena belum ada satupun MPD 

Kota/Kabupaten yang terbentuk di  wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. MPD Notaris 

Kota Makassar, baru terbentuk untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Sulawesi 

Selatan Nomor : W15.HU.02.03-141 Tahun 2006, tanggal 3 Juli 2006, dan pada saat 

itu pula  MPD Notaris Kota Makassar melaksanakan fungsi kewenangan  sebagai 

MPD Notaris di Kota Makassar dan di daerah-daerah  Kota/Kabupaten lain dalam  

wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, yang MPDnya belum terbentuk, sesuai  Pasal 38 

ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan  Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menyatakan bahwa dalam hal di 



suatu kabupaten / kota belum terbentuk MPD, maka segala hal yang menjadi tugas 

dan kewenangannya dilaksanakan oleh MPD terdekat. Namun sejak terbentuknya 

MPD Notaris Kabupaten Maros dan MPD Notaris Kabupaten Gowa, berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Sulawesi Selatan, Nomor : W15.HU.02.03-142 Tahun 2006, tanggal 15 

Agustus 2006  dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Nomor : W15.HU.02.03-143 Tahun 2006, 

tanggal 15 Agustus 2006, maka MPD Notaris Kota Makassar, tidak lagi 

melaksanakan fungsi kewenangan MPD  di daerah-daerah Kota/Kabupaten lain 

dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, karena pelaksanaan fungsi 

kewenangannya telah menjadi kewenangan dari MPD Notaris Kabupaten Maros dan 

MPD Notaris Kabupaten Gowa. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, 

Nomor : W15.HU.02.03-205 Tahun 2006, tanggal 4 September  2006, terbentuk 

MPD Notaris Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian pelaksanaan fungsi 

kewenangan MPD Notaris Kabupaten Maros dan MPD Notaris Kabupaten Gowa di 

daerah-daerah kota/kabupaten lain yang letaknya lebih dekat dengan Kabupaten 

Bone, menjadi  kewenangan MPD Notaris Kabupaten Bone. Pada saat ini (tahun 

2012), sesuai data yang diperoleh dari Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris Propinsi Sulawesi Selatan, di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan baru 

terbentuk 4 MPD, yaitu di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan 

Kabupaten Bone, walaupun berdasarkan jumlah notaris yang ada di beberapa 

kabupaten/kota, telah memenuhi syarat untuk terbentuknya majelis pengawas 

daerah, seperti antara lain Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kabupaten Bulukumba,  

dan Kabupaten Wajo.  Sejatinya,  MPD di setiap kota/kabupaten  di seluruh 



Indonesia, harus segera dapat  terbentuk, sehingga dengan demikian pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan  terhadap notaris oleh  MPD dapat  dilakukan lebih 

optimal dan merata.

      Laporan pengaduan yang menjadi bagian permasalahan hukum kepada MPD 

berkaitan dengan  panggilan penyidik, penuntut umum, hakim atau  laporan 

masyarakat, di Kota Makassar, dari tahun 2006 sampai dengan 2012,   

sebagaimana tertuang dalam tabel 1 di bawah ini.

 Tabel 1. Laporan pengaduan terhadap notaris kepada MPD, dari tahun 2006 

              sampai dengan 2012, di Kota Makassar

Dari tabel I tersebut di atas menunjukan pentingnya dilakukan kajian ilmiah secara 

mendalam untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kewajiban notaris 

sebagai pemegang protokol notaris, agar terwujud pelaksanaan fungsi notaris yang 

memberikan kepastian hukum. 

B. RUMUSAN MASALAH

1 2006 28
2 2007 38
3 2008 26
4 2009 82
5 2010 32
6 2011 33
7 2012 31

270
Sumber  : Data Dokumen Diolah 2012

Laporan PengaduanNomor Tahun

Jumlah



      Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris terhadap 

kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris.

2. Seberapa jauh upaya hukum terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang 

protokol notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

C. TUJUAN  PENELITIAN

      Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk : 

1. Mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan kewenangan majelis pengawas 

notaris terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang  protokol notaris.

2. Mengetahui dan menganalis kewajiban notaris sebagai pemegang protokol 

notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

D. KEGUNAAN  PENELITIAN

      Kegunaan penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah maupun notaris 

mengenai hasil pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris terhadap 

kewajiban notaris sebagai pemegang protokol notaris, dalam kenyataannya.

2. Memberikan masukan dan infomasi tentang upaya hukum yang dapat dilakukan 

terhadap kewajiban notaris sebagai pemegang  protokol notaris yang tidak 

sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.



Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di bidang penegakan hukum, dan kenotariatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIK

1.  Efektivitas Hukum.



      Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-

tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. 

Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi 

sasaran ketaatannya, akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan 

adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu 

efektif, tetapi  tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika 

ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya 

karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat 

ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus 

menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat 

internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok 

dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang 

tertinggi.  Menurut H.C. Kelman, ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam 

3 jenis sebagai berikut :

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan,  

hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati aturan, hanya 

karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 

benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik 

yang dianutnya. 

Kapan suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif 

berlakunya, maka jawabannya adalah :

a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;



b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat “ 

compliance “ atau “ Identification “. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar 

warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, 

namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu 

masih dapat dipertanyakan. 

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas 

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.  

Suatu penelitian terhadap efek suatu perundang-undangan di dalam masyarakat  

merupakan salah satu usaha untuk mengetahui  apakah hukum tersebut benar-

benar berfungsi atau tidak.   Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum atau 

perundang-undangan, selain terdapat unsur ketaatan hukum, unsur kesadaran 

hukum juga merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur itu 

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-

undangan di dalam masyarakat. 

Kesadaran hukum menurut Krabbe merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada.                 

Teori efektivitas hukum adalah teori yang menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah 

aturan perundangan ketika diterapkan di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya 

penjelasan mengenai hambatan-hambatan. 

Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara 

seperti dalam masyarakat primitif atau masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam 

pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat 

hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka 

negara-negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui 



aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut ‘hukum’. Aturan-aturan itu untuk 

mengefektifkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan; untuk 

melaksanakan ketaatan.  Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang 

mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja 

unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan 

atau aturan hukum. Jika suatu aturan tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat 

muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya ? Mungkin tidak 

efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena 

ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.  

Pendapat lain yang berkaitan dengan paksaan atau sanksi, H.L.A. Hart (dalam 

bukunya, The Concept  of Law)  memandang bahwa kekuasaan atau paksaan 

merupakan suatu sarana untuk merealisasikan hukum, ketimbang hanya sebagai 

suatu ciri esensial dari hukum itu sendiri.  Efektivitas menurut bahasa Indonesia 

berasal dari kata “efektif” yang  berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, 

kesannya) atau manjur, mujarab, mempan. Efektivitas hukum dapat terjadi karena 

paksaan (Norm menjadi Fact), dan datang dari hati nurani (kesadaran hukum). Jadi 

ada interaksi antara paksaan dan hati nurani, yaitu dengan paksaan yang terus 

menerus akan melembaga (hati nuraninya).  Hukum positif agar efektif harus dilihat 

dari empat faktor, yaitu :

1. Hukumnya baik.

2. Sarana penegak hukumnya telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Fasilitasnya sudah memadai.

4. Derajat kesadaran hukum warga masyarakatnya tinggi. 

      Teori hukum positivisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum adalah 

suatu perintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat secara 



formal oleh lembaga yang mempunyai kewenangan seperti negara. Secara 

konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian hidup.  Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah 

sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum.  Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. 

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum dalam fungsinya sebagai 

perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai 

sasaran yang hendak dicapai.  Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan 

tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan 

terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan 



mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hu

kum yang efektif adalah hukum yang telah mencapai tujuannya.

Tujuan hukum ada lima macam, yaitu :

1. Ketertiban guna mencapai keadilan (R.Pound)

2. Kepastian hukum (aliran positivisme)

3. Kedamaian (keserasian antara ketertiban dan ketentraman)

4. Kebahagiaan (Jeremy Bentham)

5. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (R.Pound) 

Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi 2 macam perlindungan   hukum bagi 

rakyat yaitu  :

1. Perlindungan hukum preventif : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitive.

2. Perlindungan hukum represif : dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian 

sengketa.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 

Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen 

dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas 

kerukunan.

2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan 

sarana terakhir .

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.



Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 

pemerintah diarahkan kepada :

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin 

mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan 

hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.

2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat 

dengan cara musyawarah.

3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan 

hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi 

sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama 

melalui hubungan acaranya. 

2. Kewenangan dan Kewajiban

      Kewenangan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata wenang (wewenang) 

yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu  

Satjipto Raharjo memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh 

hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi  kepentingan orang 

tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada 

seseorang untuk  bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.  Chester Barnard 

mengatakan bahwa kewenangan merupakan suatu fungsi kemauan untuk 

bekerjasama, dan menyamakan suatu kewenangan dengan komunikasi yang efektif, 

karena tugas untuk memerintah diperlukan komunikasi yang aktif agar suatu pesan 

atau perintah tersebut berhasil untuk mempersuasif. UUJN telah mengatur 

kewenangan-kewenangan dari majelis pengawas untuk melakukan pembinaan dan 



pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, termasuk di 

dalamnya  melakukan pemeriksaan terhadap notaris dan protokol notaris.

Kewajiban menurut bahasa Indonesia berasal dari kata wajib yang berarti 

sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan) atau tugas (pekerjaan, perintah) yang 

harus dilakukan. UUJN telah mengatur kewajiban-kewajiban dari majelis pengawas 

dalam melaksanakan kewenangannya antara lain kewajiban untuk merahasiakan isi 

akta dan hasil pemeriksaan, dan kewajiban-kewajiban dari notaris dalam 

melaksanakan jabatannya antara lain kewajiban untuk menyimpan dan memelihara 

serta memperlakukan protokol notaris sesuai UUJN, dan kewajiban-kewajiban 

tersebut harus dilakukan baik oleh majelis pengawas maupun notaris. Jabatan 

notaris adalah jabatan kepercayaan (vertrouwens ambt) dan oleh karena itu 

seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang 

kepercayaan (vertrouwens persoon), notaris berkewajiban untuk merahasiakan 

semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian 

yang tidak dicantumkan dalam akta, notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan 

kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai 

persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu 

dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh 

undang-undang juga oleh notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat 

membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera 

kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang 

kepercayaan (vertrouwens persoon). 

      Hukum positif merupakan suatu kaidah yang berlaku, sebenarnya merumuskan 

suatu hubungan yang pantas antara hukum dengan akibat hukum yang merupakan 

abstraksi dari keputusan-keputusan. Keputusan yang konkrit sebagai fakta sosial 



yang mengatur hubungan-hubungan, senantiasa terjadi dalam suatu tertib pergaulan 

hidup. Suatu gambaran tentang hukum positif tertentu, selalu merupakan lukisan 

tentang tertib hukum tertentu, yang berarti suatu tertib hukum yang terikat tempat 

dan waktu tertentu pula. Hukum positif atau hukum yang berlaku pada saat sekarang 

di bidang kenotariatan adalah UUJN berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, 

antara lain : 

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis 

Pengawas Notaris.

3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, 

Perpindahan Dan Pemberhentian Notaris.

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan 

Notaris.

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.

Pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana hubungan di antara warga 

masyarakat lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma berasaskan nilai 

serta moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Pada kehidupan yang 

lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi tumpuan dari mekanisme roda 



kehidupan masyarakat. Banyak tindakan hukum yang dilakukan orang berkaitan 

dengan jaminan akan kepastian hukum sehingga dibutuhkan alat bukti yang terkuat, 

yaitu perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta notaris. Selain sebagai alat 

bukti, akta notaris mempunyai fungsi sebagai   syarat mutlak untuk adanya 

perbuatan hukum tertentu, yaitu apabila oleh undang-undang diwajibkan untuk 

dibuat dengan akta notaris, seperti halnya dengan pendirian perseroan terbatas. Den

gan demikian, selain UUJN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tersebut di 

atas, notaris harus memahami undang-undang lainnya, antara lain akan tetapi tidak 

terbatas pada perundang-undangan  sebagai berikut:

1. KUHPerdata/BW.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van  Koophandel voor Indonesie 

(KUHDagang/WvK).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas.

4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaha Milik Negara.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea     

     Meterai.

Namun demikian notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak hanya harus 

memahami UUJN dan Undang-Undang yang berkaitan dengan dunia kenotariatan 

saja tetapi haruslah berwawasan luas, seperti pendapat-pendapat sebagai berikut :

Liliana Tedjosaputro (2003 : 93) , bahwa :

      Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut 
pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan 
umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik 
hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta 
jasa notaris.  

Lumban Tobing (1999 : 321),  bahwa :

Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki 
ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggungjawab dan 
tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta 
nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, 
sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.  

Suhrawardi K.Lubis (2008 : 35),  bahwa :

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin 
kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab 
kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap 
pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan 
dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.  

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta termaksud 

dapat berupa, antara lain sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan 

hukum dan alat pembuktian, namun demikian fungsi akta yang paling penting adalah 

sebagai alat pembuktian, walaupun diketahui di dalam akta itu dapat merupakan 

beberapa fungsi yang tergabung menjadi satu, yaitu disamping menyatakan adanya 

suatu perbuatan hukum, sekaligus mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian atau 

sebaliknya.  Akta notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan 

terpenuh, dan mengenai akta otentik sebagai salah satu alat bukti tertulis dan 



perbedaannya dengan surat di bawah tangan dapat dilihat dari beberapa pasal 

dalam KUHPerdata/BW sebagai berikut : 

Pasal 1865 : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau 

guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, 

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa 

tersebut.

Pasal 1866 : Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, 

persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Pasal 1867 : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik 

maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.

Pasal 1868 : Suatu akta otentik adalah suatu akta yang, di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Pasal 1869 : Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 

dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai 

tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 1870 : Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-

ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti 

yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Pasal 1874 : Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang 

ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan 

rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai 

umum.



Dengan penandatangan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap 

jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris 

atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata 

bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah 

diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan 

bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang 

pernyataan dan pembukuan termaksud.

Pasal 1874 a : Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, 

diluar hal yang termaksud dalam ayat kedua Pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di 

bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari notaris atau 

seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa 

ia mengenal si penandatangan atau orang ini telah diperkenalkan kepadanya, 

bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penandatangan, dan bahwa setelah itu 

penanda-tanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut.

Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan ke-empat dari Pasal 

yang lalu.

Pasal 1880 : Akta-akta di bawah tangan, sekedar tidak dibubuhi suatu pernyataan 

sebagaimana termaksud dalam ayat kedua dari Pasal 1874 dan dalam Pasal 1874 

a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga, mengenai 

tanggalnya, selainnya sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang notaris atau 

seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukannya menurut 

aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang, atau sejak hari meninggalnya si 

penandatangannya maupun sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta di 



bawah tangan itu dan akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau pula sejak 

hari diakuinya akta-akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak 

ketiga terhadap siapa akta-akta itu dipergunakan. 

Pasal 1888 : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta asli.

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah 

dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan 

aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Pasal 1889 : Apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi maka salinan-

salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang 

berikut :

1. Salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan aktanya 

asli; demikianpun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah 

hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini 

dipanggil secara sah, sepertipun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri 

oleh kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;

2. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim,  atau diluar persetujuan para 

pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris 

yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang 

dalam jabatannya menyimpan akta-aktanya asli dan berkuasa memberikan 

salinan-salinan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti sempurna, apabila 

aktanya asli telah hilang;

3. Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut aktanya asli, tidak dibuat oleh 

notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang 

penggantinya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya 



menyimpan akta-aktanya asli, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat 

dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

4. Salinan-salinan otentik dari salinan-salinan otentik atau dari akta-akta di bawah 

tangan, dapat, menurut keadaan memberikan suatu permulaan pembuktian 

dengan tulisan.

Pasal 1868 KUHPerdata dan seterusnya tersebut di atas, dalam pembuktian 

mengenai akta notaris sebagai akta otentik, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan 

dalam hukum acara perdatanya, sebagaimana definisi tentang akta otentik dalam 

Pasal 165 H.I.R. dan Pasal 285 RBg sebagai berikut : 

Pasal 165 H.I.R. : Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para akhli warisnya 

serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti mutlak 

mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya malahan tentang segala sesuatu 

yang dinyatakan dengan gamblang di dalamnya, asal saja yang dinyatakan itu 

mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akta itu.

Pasal 285 RBg. : Akta otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam 

bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat-

pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan  

pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan 

bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya 

bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, 

sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan 

masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut. Apabila dalam suatu akta notaris 

dituliskan bahwa pada suatu hari si A dan si B menghadap dimuka notaris dan 

menerangkan bahwa mereka telah mengadakan jual-beli mengenai sebuah rumah 



dengan suatu harga tertentu, maka harus dianggap sebagai benar, tidak saja bahwa 

mereka itu telah menerangkan tentang terjadinya jual-beli rumah itu. Jadi rumah si A 

itu benar sudah dijual kepada si B. Memang inilah yang dimaksud oleh undang-

undang dengan kekuatan pembuktian akta otentik itu. Jadi akta otentik tadi, tidak 

hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak 

sudah  menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai 

kekuataan pembuktian material, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah 

benar. Inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat. Kedua belah pihak 

yang menandatangani akta tadi seolah-olah terikat pada kedudukan yang dilukiskan 

dalam akta tersebut. 

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,  berarti bahwa isi 

akta tersebut oleh hakim dianggap benar,  kecuali apabila diajukan bukti lawan yang 

kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam 

akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap 

benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Jadi kekuatan bukti yang 

sempurna masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat. Misalnya apabila 

dalam suatu akta notaris, yaitu pada minuta akta yang disimpan oleh notaris, 

terdapat tandatangan palsu dan perihal kepalsuan tandatangan tersebut dapat 

dibuktikan, maka gugurlah kekuatan bukti akta notaris tersebut.  Jadi, untuk 

menyatakan atau menilai akta notaris tidak sah harus dengan gugatan ke 

pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada 

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris 

tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dalam akta 

notaris tersebut. Apabila dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tidak sah, 

maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan material akta 



notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah 

mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta notaris 

tersebut.  UUJN dengan tegas telah mengatur mengenai akta notaris sebagai akta 

otentik,  yang dari minuta aktanya atau dari asli aktanya, dapat dikeluarkan salinan, 

kutipan, grosse sesuai dengan kebutuhan yang berkepentingan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7 UUJN : Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Undang-

Undang ini.

Pasal 1 angka 8 : Minuta  akta adalah asli akta notaris.

Pasal 1 angka 9 : Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan 

pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang 

sama bunyinya”.

Pasal 1 angka 10 : Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau 

beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa 

“diberikan sebagai kutipan”.

Pasal 1 angka 11 : Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan 

utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Demikian pula Penjelasan umum UUJN telah menyatakan tentang kekuatan 

pembuktian akta notaris , bahwa akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat 

dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak 

yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di 

hadapan persidangan pengadilan. 

UUJN telah mengatur mengenai kewenangan notaris dalam  sebagai berikut :



Pasal 1 angka 1 : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini.

Pasal 15 ayat (1) : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal  15 ayat (2) ,  Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

;

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

Protokol notaris wajib dirawat dan disimpan baik oleh notaris yang bersangkutan 

atau oleh notaris pemegang protokol , dan akan tetap berlaku selama – sepanjang 

jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara. 



Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 pokok yang harus diperhatikan para notaris 

adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai 

integritas moral yang mantap.

2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri.

3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang  lugas 

untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak 

semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. 

Mengingat pentingnya peranan akta notaris, yang merupakan bagian dari protokol 

notaris,  sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi,  harus dapat membuktikan dirinya 

sebagai akta otentik,  setiap saat diperlukan atau dikehendaki oleh yang 

berkepentingan terhadap akta dimaksud, maka  menurut penulis,  pendapat Ismail 

Saleh tersebut di atas dapat ditambah dengan 1 nomor lagi yaitu :

5. Seorang notaris  harus bertanggung jawab  dalam pelaksanaan kewajibannya 

sebagai pemegang protokol notaris terhadap protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanannya.

Kewajiban notaris dalam UUJN terhadap protokol notaris  sebagai berikut :

Pasal 16 : 

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 

dari protokol notaris;



c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 

minuta akta;

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali 

ada alasan untuk menolaknya;

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak 

lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, 

akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah 

minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada setiap buku;

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya 

surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan;

i. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil 

yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang 

tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5  hari 

pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan;

2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Pasal 54 : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan 

isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang 



berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak 

daripadanya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 :

1. Notaris yang mengeluarkan grosse akta membuat catatan pada minuta akta 

mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut 

ditandatangani oleh notaris.

2. Grosse akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan 

akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Grosse akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian kepala akta 

memuat frasa “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA “, dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “ diberikan 

sebagai grosse pertama “, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya 

dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

4. Grosse akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan kepada orang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 56 :

1. Akta originali, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dikeluarkan oleh 

notaris wajib dibubuhi teraan cap / stempel.

2. Teraan cap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula dibubuhkan pada 

salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta.

3. Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan 

yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris wajib diberi teraan cap / 

stempel serta paraf dan tanda tangan notaris.

Pasal 57 : Grosse akta, salinan akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat di 

bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol notaris, 



hanya dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuatnya, notaris pengganti, atau 

pemegang protokol notaris yang sah.

Pasal 58 : 

1. Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan,   

daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lainnya yang 

diwajibkan oleh Undang-Undang ini.

2. Dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat 

semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta 

maupun originali, tanpa sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup 

dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, 

tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya 

sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 atau 

lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan 1  nomor.

4. Setiap halaman dalam buku daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh MPD, 

kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh MPD.

5. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang 

jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh MPD.

6. Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah 

tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari 

mencatat surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela 

kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, 

dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang 

yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. 

Pasal 59 :



1. Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah 

tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun 

menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

2. Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang 

yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan 

nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah 

tangan.

Pasal 60 :

1. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti atau notaris pengganti 

khusus dicatat dalam daftar akta.

2. Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang 

dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar 

surat di bawah tangan yang dibukukan.

Pasal 61 :

1. Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis 

salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada 

bulan sebelumnya paling lama 15  hari pada bulan berikutnya kepada MPD.

2. Apabila dalam waktu 1 bulan notaris tidak membuat akta, notaris, secara sendiri 

atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada MPD 

dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban notaris 

terhadap protokol notaris dalam UUJN sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 

menurut penulis  ketentuan Pasal 61 PJN yang mengatur tentang tata cara 

bagaimana notaris  menyimpan protokol notaris, harus tetap dilaksanakan sebagai 

kewajiban dari notaris,  meskipun UUJN tidak mengatur seperti yang diatur dalam 



PJN. Kewajiban menempatkan protokol notaris di tempat sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 61 PJN, adalah kewajiban yang mutlak harus 

dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, mengingat akta notaris sebagai akta 

otentik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang 

terkuat dan terpenuh dalam rangka tercapainya kepastian hukum.

Tentang pelaksanaan serah terima protokol notaris, selain terdapat dalam UUJN, 

telah diatur pula dalam peraturan pelaksanaan dari UUJN yaitu berupa Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 

Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan Dan 

Pemberhentian Notaris. 

UUJN mengatur tentang serah terima  protokol notaris  sebagai berikut :

Pasal 1 angka 13 : Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Pasal 62 , Penyerahan protokol notaris, dilakukan dalam hal notaris :

a. Meninggal dunia;

b. Telah berakhir masa jabatannya;

c. Minta sendiri;

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan 

sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;

e. Diangkat menjadi pejabat negara;

f. Pindah wilayah jabatan;

g. Diberhentikan sementara; atau

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Protokol notaris menurut Penjelasan Pasal 62 UUJN terdiri dari :

a. Minuta akta;



b. Buku daftar akta atau repertorium;

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya

      dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;

e. Buku daftar protes;

f. Buku daftar wasiat; dan

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan  

     peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 :

1. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling 

lambat 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang 

ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan 

protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk 

oleh MPD.

3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan 

protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh 

MPD  jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan.

4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf 

d, huruf f, atau huruf h, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris 

kepada notaris lain yang ditunjuk oleh menteri atau usul MPD.

5. Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 

tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada MPD.

Pasal 11 :

1. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.



2. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama notaris memangku 

jabatan sebagai pejabat negara.

3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk notaris pengganti.

4. Apabila notaris tidak menunjuk notaris pengganti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), MPD menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi 

pejabat negara.

5. Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

pemegang sementara protokol notaris.

6. Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan notaris dan protokol notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 64 :

1. Protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan 

kepada notaris yang ditunjuk oleh MPD.

2. Notaris pemegang protokol notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta.

Pasal 32 :

1. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada  

notaris pengganti.

2. Notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah 

cuti berakhir.

3.  Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita 

acara dan disampaikan kepada MPD.

Pasal 34 :



1. Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1  notaris, MPD dapat 

menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk 

kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya.

2. Penunjukkan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai 

dengan serah terima protokol.

Pasal 35 :

1. Apabila notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis 

lurus keturunan semenda wajib memberitahukan kepada MPD.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 

paling lama 7  hari kerja.

3. Apabila notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan 

notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris 

paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

4. Pejabat sementara notaris menyerahkan protokol notaris dari notaris yang 

meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris 

meninggal dunia.

5. Pejabat sementara notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan untuk menentukan tempat 

penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah 

berumur 25 tahun atau lebih sebagaimana telah diatur dalam UUJN, maka tidak ada 

salahnya melihat pada kejadian dengan terlebih dahulu memperhatikan bunyi  Pasal 

66 PJN  sebagai berikut :

Notaris yang baru diangkat  itu wajib, baik sendiri maupun oleh kuasanya secara 

tertulis, untuk dalam waktu tiga bulan setelah ia memangku jabatannya, membawa 



ke kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya notaris 

mempunyai tempat kedudukan, minuta, daftar, repertorium, sebegitu jauh itu pada 

tanggal satu Januari dari tahun, pada waktu mana terjadi pengambil-alihannya, 

berumur lebih dari 15  tahun. Tentang pembawaan itu dibuat berita acara dan 

ditandatangani oleh notaris dan panitera; dari berita-acara ini diberikan satu helai 

kepada setiap penandatangan.

Para panitera pada pengadilan negeri ditugaskan untuk menyimpan semua minuta, 

daftar dan repertorium yang mereka ambil-alih.

Mereka berwenang dan wajib untuk melakukan segala sesuatu mengenai itu, 

sebagaimana notaris berwenang dan wajib melakukannya terhadap minuta, daftar 

dan repertorium mereka.

Jadi,  Pasal 66 PJN tersebut telah mengatur bahwa dengan telah dilakukan secara 

sah, serah terima protokol notaris yang telah berumur lebih dari 15 tahun dari notaris 

kepada pengadilan negeri, maka segala kewenangan dari notaris terhadap protokol 

notaris dimaksud telah beralih kepada pengadilan negeri. Perbedaan dalam hal ini 

dengan notaris ialah, bahwa biaya-biaya yang diterimanya untuk pekerjaan-

pekerjaan tersebut di atas masuk ke dalam kas negara, sedang yang diterima oleh 

notaris adalah hak sepenuhnya dari notaris.  Namun lain halnya dengan pengalaman 

Tan Thong Kie, berkaitan dengan Pasal 66 PJN, yang pada permulaan jabatan 

sebagai  notaris baru dengan tepat melaksanakan perintah undang-undang dan 

menyerahkan akta-akta yang berumur 15 tahun atau lebih kepada pengadilan. 

Tindakan ini kemudian disesalkan karena alasan-alasan, dalam praktek memang 

ternyata masyarakat mengalami kesulitan karena harus datang beberapa kali di 

pengadilan negeri untuk mendapatkan suatu salinan akta lama; ada juga yang 

mengeluh karena minuta akta tidak ditemukan, sehingga ia sendiri harus mencarinya 



di arsip yang penuh debu. Kecuali kerahasiaan isi akta-akta lain terancam karena 

orang yang tidak berkepentingan diperbolehkan dengan bebas mencari sesuatu 

dalam protokol. Keadaan akta-akta memang menyedihkan.  

     Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif 

kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu tindakan yang akan 

diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan 

hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta 

yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman 

oleh para pihak. 

Notaris sangat berperan dalam persentuhan antara perundang-undangan dan dunia 

hukum, sosial dan ekonomi praktikal. Notaris adalah seorang pejabat umum yang 

bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan 

sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. 

Mengenai sejauh manakah tanggung jawab notaris terhadap akta notaris, diatur 

dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris,  notaris pengganti, notaris 

pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap 

akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan 

kepada pihak penyimpan protokol notaris. Berdasarkan Pasal 65 UUJN tersebut di 

atas, tanggung jawab notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya, tidak ada batas 

waktunya, harus berlangsung terus menerus,  kapanpun dan dimanapun, meskipun 

sudah tidak menjalankan jabatan sebagai notaris, meninggal dunia, atau protokol 

notarisnya telah beralih kepada pihak penyimpan protokol. Tanggung jawab tersebut 

sangat berat, sekali menjadi notaris, selama hidupnya bahkan walaupun telah 

meninggal dunia, tetap harus bertanggung jawab terhadap setiap akta notaris yang 



dibuatnya. Lalu bagaimana nasib akta notaris yang merupakan akta otentik sebagai 

alat bukti yang sempurna, kalau dalam setiap pembuktiannya harus selalu 

melibatkan notarisnya, dan bagaimana pula nasib akta notaris itu, kalau notarisnya 

sudah meninggal dunia, apakah akta notaris itu tetap akta otentik atau menjadi tidak 

otentik. Berkaitan dengan Pasal 65 UUJN penulis sependapat dengan teori dari 

Robert B. Seidman tentang sistem bekerjanya hukum, maka pada waktu notaris 

menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai 

pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, 

kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerapan 

sanksi. Apabila seorang notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan 

pejabat sementara notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan 

masih hidup tidak dapat dimintakan lagi tanggung gugat dalam bentuk apapun dan 

notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau menyerahkan grosse akta, 

salinan akta atau kutipan akta atau oleh MPD untuk protokol notaris yang telah 

berumur 25 tahun atau lebih.  Berdasarkan pengertian seperti itu, maka Pasal 65 

UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta notaris sebagai akta otentik 

yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.  

3. Pengawasan terhadap protokol notaris

      Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk  

kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris. Penga

was menurut bahasa Indonesia adalah orang yang mengawasi, berasal dari kata 

awas, yang berarti dapat melihat baik-baik atau tajam penglihatan, sedangkan 

pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.  Pengawasan terhadap notaris sesuai 

UUJN dilakukan oleh majelis pengawas notaris, pengurus dan/atau dewan 

kehormatan organisasi notaris,   dan masyarakat  dengan tata cara dan mekanisme 



yang ditentukan oleh UUJN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, kode etik 

notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan tujuan terutama untuk 

menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta notaris sebagai 

akta otentik yang merupakan bagian dari protokol notaris, berkaitan dengan 

peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sejak adanya 

UUJN dikenal pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas notaris yang 

merupakan perpanjangan tangan dari menteri (pada saat ini Menteri pada 

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang dimuat 

dalam pasal-pasal yang akan disebut dibawah ini, sedangkan mengenai 

pelaksanaannya antara lain ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 

Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Juncto 

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis 

Pengawas Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk majelis pengawas 

notaris. Menteri sebagai kepala di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan 

pengawasan terhadap notaris ada pada pemerintah.  

Majelis pengawas dalam UUJN diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 



Pasal 1 angka 6 :  Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris

Pasal 1 angka 14  : Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

Pasal 2 : Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Pasal 67 :

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri.

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menteri membentuk  majelis pengawas.

3. Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 orang, 

terdiri atas unsur :

a. Pemerintah sebanyak 3  orang;

b. Organisasi notaris sebanyak 3  orang; dan

c. Ahli/akademisi sebanyak 3  orang.

4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas diisi dari 

unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.

5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan 

pelaksanaan jabatan notaris.

6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku 

bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris.

Pasal 68, Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)  terdiri  

atas :

a. MPD;



b. MPW;

c. MPP.

Pasal 69 :

1. MPD dibentuk di kabupaten atau kota.

2. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

67 ayat (3).

Pasal 70 , MPD berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode 

etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1  kali dalam 1  

tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6  bulan;

d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang 

bersangkutan;

e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima 

protokol notaris telah berumur 25  tahun atau lebih;

f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol 

notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (4);

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode 

etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini ; 

h.  Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada MPW.

Pasal 71, MPD berkewajiban :



a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris   dengan 

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah   surat di bawah 

tangan yang disahkan dan yang dibukukan sejak    tanggal pemeriksaan terakhir;

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW 

setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi 

notaris, dan MPP;

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain  dari 

notaris dan merahasiakannya;

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30  hari, dengan tembusan 

kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi 

notaris;

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Pasal  72 :

1. MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.

2. Keanggotaan MPW terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

ayat (3).

3. Ketua dan wakil ketua MPW dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2).

4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota MPW adalah 3 tahun dan dapat 

diangkat kembali.

5. MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW.

Pasal 73 :

1. MPW  berwenang :



a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas 

laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW;

b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang 

diajukan oleh notaris pelapor;

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa: 

1. Pemberhentian sementara 3 bulan sampai 6 bulan; atau

2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada huruf e dan huruf  f.

2. Keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

3. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud  pada 

ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Pasal 74 :

1. Pemeriksaan dalam sidang MPW  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 

(1) huruf a bersifat tertutup untuk umum.

2. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang MPW. 

Pasal 75 , MPW berkewajiban :

a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf 

a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,  kepada notaris yang bersangkutan 

dengan tembusan kepada MPP, dan organisasi notaris; dan



b. Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada MPP terhadap 

penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Pasal 76 :

1. MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

2. Keanggotaan MPP terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

ayat (3).

3. Ketua dan wakil ketua MPP dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2).

4. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota MPP adalah 3 tahun dan dapat 

diangkat kembali.

5. MPP dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP. 

Pasal 77, MPP berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam 

tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

kepada menteri.

Pasal 78 :

1. Pemeriksaan dalam sidang MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a 

bersifat terbuka untuk umum.

2. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang MPP.



Pasal 79 : MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77 huruf a kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada MPW  dan MPD  yang bersangkutan serta organisasi notaris.

 Pasal 80 :

1. Selama notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, MPP mengusulkan 

seorang pejabat sementara notaris kepada menteri.

2. Menteri menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris dari notaris yang 

diberhentikan sementara.

Pasal 81 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara 

pemeriksaan majelis pengawas diatur dengan peraturan menteri.

      Ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan terhadap notaris adalah MPD. 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang merupakan salah satu peraturan 

pelaksanaan dari UUJN telah mengatur  mengenai kewenangan pengawasan 

dimaksud yang tertuang  dalam  pasal-pasal sebagai berikut : 

Pasal 13 :

1. Kewenangan MPD yang bersifat administratif  dilaksanakan oleh ketua, wakil 

ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan 

rapat MPD.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan;

b. Menetapkan notaris pengganti;



c. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah 

terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;

d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;

e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan 

yang disahkan, daftar surat di bawah tangan dibukukan, dan daftar surat lain 

yang diwajibkan undang-undang;

f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di 

bawah tangan yang disahkan, dan surat di bawah tangan yang dibukukan 

yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 

15 hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya 

nomor, tanggal dan judul akta.

Pasal 14, Kewenangan MPD yang bersifat administratif  yang memerlukan 

keputusan rapat  adalah : 

a. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang 

diangkat sebagai pejabat negara;

b. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang 

meninggal dunia;

c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim 

untuk proses peradilan yakni;

d. Menyerahkan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan

e. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta 

yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan kewenangan 

pengawasan mengenai perbuatan dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 

huruf e tersebut harus berdasarkan hasil dari keputusan rapat  MPD yang khusus 

diadakan untuk itu.

Kewenangan- kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan berupa :

Pelaksanaan pemeriksaan secara berkala terhadap protokol notaris                    

wajib dilakukan oleh MPD 1 kali dalam 1 tahun.

Kegiatan pemeriksaan secara berkala terhadap notaris sebagai pemegang protokol 

notaris ini, merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bersifat preventif,  yang 

dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh MPD. Selanjutnya Pasal 16 

mengatakan : 

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 

orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu 

oleh 1 orang sekretaris.

2. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk 

memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis 

lurus ke samping sampai derajat ketiga dengan notaris.

3. Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ketua MPD  menunjuk penggantinya.

Pasal 17 :

1. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua  tim 

pemeriksa dan notaris yang diperiksa.



2. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada MPW setempat dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, 

pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan MPP.

 Sebelum pemeriksaan dilaksanakan maka MPD terlebih dahulu harus 

memberitahukan kepada notaris yang akan diperiksa sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

1. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu 

yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis 

kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 hari kerja, sebelum 

pemeriksaan dilakukan.

2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, 

hari, tanggal, dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan.

3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, notaris yang 

bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua protokol 

notaris.

 Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas tim pemeriksa adalah sebagai berikut : 

Tim pemeriksa yang hanya ada di MPD melakukan pemeriksaan secara berkala 

paling kurang sekali setahun terhadap notaris yang dimuat dalam berita acara 

pemeriksaan meliputi : 

1. Kantor notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);

2. Surat pengangkatan sebagai notaris;

3. Berita acara sumpah jabatan notaris;

4. Surat keterangan Izin cuti notaris;



5. Sertifikat cuti notaris:

6. Protokol notaris yang terdiri atas :

1. Minuta akta;

2. Buku daftar akta atau repertorium;

3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan 

tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;

4.  Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan surat di 

bawah tangan yang disahkan;

5. Buku daftar protes;

6. Buku daftar wasiat; dan

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

7. Keadaan arsip;

8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);

9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat 

di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang 

dibukukan;

10.Uji petik terhadap akta;

11.Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;

12.Jumlah pegawai yang terdiri dari :

1. Sarjana; dan

2. Non sarjana.

13.Sarana Kantor, antara lain :

1. Komputer;

2. Meja;



3. Lemari;

4. Kursi tamu;

5. Mesin ketik; dan

6. Filing kabinet;

7. Pesawat telepon/faksimili/internet.

14.Penilaian pemeriksaan; dan 

15.Waktu dan tanggal pemeriksaan.

16.Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan notaris terhadap UUJN 

dan kode etik notaris;

2. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan

17.  Tindak lanjut.

Hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindak lanjuti dengan 

pemberian penghargaan kepada notaris yang mematuhi UUJN dan kode etik 

notaris atau pemberian sanksi kepada notaris yang tidak mematuhinya.

Tim Pemeriksa dalam menjalankan tugas pemeriksaan secara berkala, tidak hanya 

memeriksa protokol notaris saja, namun juga memeriksa keadaan kantor notaris 

dengan karyawan dan peralatannya. Tim pemeriksa pada saat bertemu notaris di 

kantor notaris yang hendak diperiksa harus memperlihatkan surat pengangkatan dan 

tugas sebagai tim pemeriksa  kepada notaris yang akan diperiksa, dan notaris yang 

diperiksa harus memenuhi apa yang diminta oleh tim pemeriksa sepanjang 

permintaan tersebut sesuai dengan UUJN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

Tim pemeriksa akan membuat hasil pemeriksaan dalam suatu berita acara 

pemeriksaan, yang ditanda-tangani oleh ketua tim pemeriksa, dan notaris yang 



diperiksa. Jadi sejatinya, seharusnya, baik tim pemeriksa maupun  notaris yang 

diperiksa harus sama-sama mengerti dan  memahami UUJN. 

Alangkah baiknya untuk memperkuat baik pengetahuan tim pemeriksa maupun 

notaris yang diperiksa, mengenai betapa pentingnya peranan protokol notaris, maka 

kita dapat memperhatikan pasal-pasal dalam PJN sebagai berikut : 

Pasal 50 PJN : Jika seorang notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau 

tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau 

melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan 

jabatannya sebagai notaris, hal itu oleh penuntut umum  kedudukannya, dilaporkan 

kepada pengadilan negeri itu.

Pasal 52 PJN : Apabila para pejabat yang dimaksud dalam pasal berikut pada waktu 

pemeriksaan  protokol notaris berpendapat, bahwa seorang notaris dari akta-akta 

yang dibuatnya itu memberi kesan tidak mempunyai kecakapan yang diperlukan 

untuk menjalankan jabatan notaris, maka mereka menyampaikan pemberitahuan 

mengenai itu yang disertai alasan untuk itu kepada pengadilan negeri, yang wajib 

untuk menyampaikan pemberitahuan ini dengan perantaraan kepala pemerintah 

daerah kepada menteri kehakiman, dengan menunjuk seorang yang dapat diangkat 

sebagai pengganti dari orang yang dianggap tidak cakap.

Pasal 53 PJN : Di Jawa dan Madura para pejabat yang disebut dalam Pasal 99 

“Reglement op de rechterlijke organisatie en hed beleid der justitie in Indonesia” dan 

di luar Jawa para pejabat yang akan ditunjuk oleh menteri kehakiman wajib pergi ke 

kantor para notaris untuk melakukan pemeriksaan dari akta-akta yang dibuat dan 

menyesuaikannya dengan repertorium dan klapper-klapper, dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah peraturan-peraturan perundang-undangan tentang Jabatan 



notaris dan pemenuhan bea meterai ada dilaksanakan oleh para notaris 

sebagaimana mestinya.

Pasal 54 PJN : Para notaris wajib untuk memperlihatkan kepada para inspektur yang 

dimaksud dalam Pasal 53, akta-akta dan repertorium beserta klapper-klapper 

mereka, demikian juga daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 99 dari peraturan 

tentang berlakunya dan peralihan kepada perundang-undangan yang baru dan pasal 

182 (Pasal 143c dan 218c) Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.

Pasal 55 PJN : Dalam hal didapati suatu kelalaian atau pelanggaran, inspektur 

membuat berita acara mengenai itu dan juga mengadakan catatan-catatan di atas 

minuta akta yang ada hubungannya dengan kelalaian atau pelanggaran itu.

Dari berita acara ini diberikan salinannya kepada notaris.

Berita-acara ini dikirim oleh pejabat yang ditugaskan melakukan inspeksi kepada 

penuntut umum pada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya notaris yang 

melakukan pelanggaran itu bertempat kedudukan.

Pasal 56 PJN : Di atas repertorium dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal -   

Pasal 143c dan 218c K.U.H.Perniagaan dan Pasal 99 dari peraturan tentang 

berlakunya dan peralihan kepada perundang-undangan yang baru diadakan catatan 

mengenai inspeksi yang diadakan, dengan memberitahukan jumlah akta-akta yang 

dicantumkan didalamnya sejak catatan terakhir dari inspeksi.

UUJN telah mengatur tentang Tim pemeriksa yang dibentuk oleh MPD tersebut di 

atas, akan memeriksa protokol notaris sewaktu-waktu dianggap perlu, antara lain  

berkenaan dengan terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32, 

Pasal 62,  Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 66  UUJN atau karena adanya laporan dari 

masyarakat.



      Keberadaan notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan 

jabatan notaris, bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan 

adanya peranan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan selain oleh majelis 

pengawas,  organisasi perkumpulan (pada saat ini Ikatan Notaris Indonesia)  juga 

masyarakat.  Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUJN untuk melakukan 

pengawasan terhadap notaris, dengan cara melaporkan notaris yang melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik notaris, kepada 

majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan  (untuk 

pertama kalinya) oleh MPD di tempat kedudukan notaris yang dilaporkan, dan 

apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan 

ditindaklanjuti oleh MPW dan selanjutnya  oleh MPP. Tata cara pelaksanaan 

kewenangan pemeriksaan oleh majelis pengawas (secara berjenjang) terhadap 

notaris karena adanya  laporan masyarakat sesuai UUJN, telah diatur  lebih lanjut 

dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata 

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan 

pemeriksaan terhadap notaris dimaksud akan dilaksanakan oleh majelis pemeriksa 

yang dibentuk oleh majelis pengawas, yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang 

anggota majelis pemeriksa dan dibantu oleh 1 orang sekretaris. Singkatnya laporan 

masyarakat  dapat dilakukan oleh masyarakat  kepada majelis pengawas, apabila 

seseorang atau masyarakat merasa dirugikan berkaitan dengan  perilaku notaris 

atau pelaksanaan jabatan notaris termasuk pula yang berkaitan dengan protokol 

notaris yang berada dalam penyimpanannya.



Pasal 66 UUJN berbunyi sebagai berikut : untuk kepentingan proses peradilan, 

penyidik, penuntut umum, atau hakim  dengan persetujuan MPD berwenang :

a. Mengambil  fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan 

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta 

yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 66 UUJN, adalah merupakan kewenangan  

yang hanya diberikan kepada MPD saja, tidak kepada MPW atau MPP. Dalam 

pelaksanaan kewenangan Pasal 66 UUJN ini, juga perlu diperhatikan peraturan 

pelaksanaannya antara lain,  berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 

Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, termasuk pula Nota 

Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris 

Indonesia.               No.Pol. : B/1056/V/2006. Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 

Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan 

Hukum, tanggal 9 Mei 2006, dan Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol. : 

B/1055/V/2006,  Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 Tentang Pembinaan Dan 

Peningkatan Profesionalisme  Di Bidang Penegakan Hukum,   tanggal 9 Mei 2006 , 

berikut lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Habib Adjie berpendapat, bahwa ketentuan tentang kewenangan Pasal 

66 UUJN adalah mutlak merupakan kewenangan MPD, yang tidak dimiliki oleh MPW 

maupun MPP.  Substansi Pasal 66 adalah imperatif dan harus dilakukan oleh 



penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan 

tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam 

perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan 

penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang notaris digugat 

perdata, maka Izin dari  MPD  tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk 

mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu 

akta notaris.  Lebih lanjut dikatakan bahwa  dalam kaitan ini  MPD harus objektif 

ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari notaris untuk 

memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus 

menempatkan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau 

keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek notaris sebagai objek 

pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan 

ukuran dalam pemeriksaan tersebut.  Dengan demikian diperlukan anggota MPD, 

baik dari unsur notaris, pemerintah dan akademisi yang memahami akta notaris, 

baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada Izin dari MPD penyidik, 

penuntut umum atau  hakim tidak dapat memanggil atau meminta notaris dalam 

suatu perkara pidana. Pada saat pemeriksaan dilaksanakan MPD  harus 

menempatkan akta notaris sebagai objek dengan memperhatikan 3 kekuatan 

pembuktian sebagai berikut :

a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris;

b. Kekuatan pembuktian formal akta notaris;

c. Kekuatan pembuktian material akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai alat 

bukti. Dengan demikian, siapapun (hakim, jaksa, polisi, bahkan notaris dan majelis 



pengawas daerah sendiri) terikat untuk menerima akta notaris “apa adanya” dan 

siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambah/meminta alat bukti lain untuk 

menunjang akta notaris, sebab jika akta notaris tidak dinilai sebagai alat bukti yang 

sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya undang-undang menunjuk notaris 

sebagai pejabat umum untuk membuat  akta otentik sebagai alat bukti yang 

sempurna.  Pada dasarnya semua tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap 

para notaris, ialah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-

persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. 

Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri notaris itu, akan tetapi 

untuk kepentingan masyarakat  yang dilayaninya.  Berangkat dari pendapat Lumban 

Tobing mengenai tujuan dari pengawasan seperti tersebut di atas, berarti notaris 

dalam melaksanakan jabatannya harus sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-

persyaratan yang diatur oleh undang-undang, termasuk pula apabila notaris 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya memenuhi panggilan penyidik atau 

penuntut umum dalam suatu peradilan, kemudian memperlihatkan dan memberi 

keterangan-keterangan berkaitan dengan akta notaris yang merupakan bagian dari 

protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya, baik sebagai saksi atau 

tersangka, tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MPD, maka notaris 

tersebut telah banyak melanggar pasal-pasal UUJN dan yang terberat adalah telah 

melanggar ketentuan tentang sumpah dan kewajiban notaris dalam UUJN, sehingga 

pihak yang merasa dirugikan  dapat menuntut secara hukum terhadap notaris 

tersebut. Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris dihadirkan 

untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang berupa 

akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris, sehingga tanpa 



adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya.   

UUJN telah mengatur mengenai sanksi dalam pasal - pasal sebagai berikut : 

Pasal 84 : Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, 

Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang 

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi 

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 

bunga kepada notaris.

Pasal 85 : Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) 

huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf 

d, Pasal 16 ayat (1) huruf e,  Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) g, Pasal 16 

ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) 

huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 59, 

dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: 

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat; atau

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai ketentuan Pasal 84 UUJN, berkaitan dengan persyaratan dibuatkan 

dalam bentuk akta notaris perlu diperhatikan tata cara pembuatan 

akta otentik. Untuk itu haruslah dipenuhi ketentuan di dalam UUJN.  Menurut 

pendapat Herlien Budiono yang menyimpulkan  sebagai berikut : Apabila syarat 

dibuatnya akta notaris untuk perbuatan hukum yang merupakan perjanjian formil 



atau perbuatan yang mengharuskan bentuk akta notaris telah dilanggar, terutama di 

dalam tata cara pembuatan akta notarisnya, maka akta tersebut menjadi batal demi 

hukum. Ini berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf  i, Pasal 

16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau 

Pasal 52 UUJN. Untuk perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk 

akta notaris, maka pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang disebutkan 

dalam Pasal 84 UUJN akan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan.   Sanksi-sanksi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN tersebut di atas, tidak ada satu sanksi pun yang 

dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan 

Pasal 66 UUJN. Padahal apabila notaris tanpa izin dari MPD  memenuhi panggilan 

penyidik atau penuntut umum sebagai saksi atau tersangka berkaitan dengan 

minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris, dan membuka atau 

memberi keterangan-keterangan tentang akta notaris termasuk isi akta notaris yang 

seharusnya wajib dirahasiakan, maka notaris itu selain telah melanggar Pasal  66 

UUJN juga telah melanggar pasal-pasal lain dalam UUJN terutama yang berkaitan 

dengan sumpah jabatan dan pelaksanaan kewajiban, sehingga pihak yang merasa 

dirugikan dapat menuntut secara hukum atas perilaku notaris tersebut yang 

bertentangan dengan UUJN.

      UUJN berdasarkan Pasal 83 ayat (1) telah memberikan kewenangan kepada 

organisasi notaris untuk menetapkan dan menegakan kode etik notaris. Ikatan 

Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, 

yang berdiri sejak 1 Juli 1908, dan diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) 

berdasarkan Gouvernements Besluit (penetapan pemerintah) tanggal 5 September 

1908 Nomor 9, dan anggaran dasar I.N.I. tersebut telah disahkan berdasarkan Surat 



Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 23 Januari 1995 Nomor 

C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995. Kode etik 

notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan 

Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan 

keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam 

peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi 

serta wajib ditaati oleh setiap dan semua  anggota perkumpulan dan semua orang 

yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat 

sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Perkumpulan 

mempunyai alat perlengkapan, sebagaimana dimaksudkan dalam anggaran dasar 

perkumpulan berupa : Rapat anggota yang terdiri dari,  kongres/kongres luar biasa, 

konferensi wilayah/konferensi wilayah luar biasa, dan konferensi daerah/konferensi 

daerah luar biasa. Kepengurusan yang terdiri dari,  pengurus pusat,  pengurus 

wilayah, dan pengurus daerah. Dewan kehormatan yang terdiri dari,  dewan 

kehormatan pusat, dewan kehormatan wilayah,  dan dewan kehormatan daerah. 

Pelaksanaan kewenangan penegakan kode etik notaris dilakukan oleh pengurus 

perkumpulan dan/atau dewan kehormatan, dan dapat bekerja sama dan 

berkoordinasi dengan majelis pengawas. Dewan Kehormatan adalah alat 

perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan 

bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan  yang bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam 

menjunjung tinggi kode etik.



2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode 

etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan 

masyarakat secara langsung.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan 

pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi  kepada 

notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris berupa :

a. Teguran lisan;

b. Peringatan;

c. Schorsing (pemecatan  sementara);,

d. Onzetting (pemecatan);  atau

e. Pemberhentian dengan tidak hormat, dari keanggotaan  perkumpulan I.N.I.

    Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan 

kepada majelis pengawas notaris, masyarakat dan organisasi notaris, untuk 

melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah 

diuraikan di atas, terhadap akta notaris dan notaris dalam pelaksanaan 

jabatannya sebagai pemegang protokol notaris. 



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN 
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS SEBAGAI 

PEMEGANG PROTOKOL

Kewajiban Notaris

1. Menyimpan;
2. Memelihara;
3. Memperlakukan;

B.  KERANGKA PIKIR

      Adapun variable penulisan ini diuraikan dalam diagram kerangka pikir sebagai 

berikut :

Gambar 1.

Upaya Hukum

1. Lembaga Pengawasan;
2. Lembaga Organisasi Profesi;
3. Lembaga Peradilan.

Optimalisasi 
Pelaksanaan 
Kewenangan Pengawasan.



C.  DEFINISI OPERASIONAL.

Beberapa variabel yang diteliti sesuai dengan kerangka pikir maka akan diberikan 

definisi operasional agar sasaran penelitian lebih fokus, sebagai berikut :

1. Efektivitas kewenangan adalah kemampuan lembaga pengawasan untuk 

menjalankan kewajibannya agar dapat menciptakan situasi dan kondisi 

sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi kewenangan itu.

2. Protokol notaris adalah minuta akta dan buku daftar akta.  

3. Kewajiban notaris terhadap protokol notaris.

1. Menyimpan adalah menempatkan dengan tertib, menyusun  rapi, di tempat 

yang aman, mudah dijangkau, dalam ruangan dan lemari yang dapat dikunci.

2. Memelihara adalah merawat, menjaga keutuhan agar tetap utuh, tidak mudah 

lapuk, hancur, hilang dicuri atau musnah karena di makan ngengat ataupun 

kebakaran. 

3. Memperlakukan adalah berbuat sesuatu terhadap protokol notaris.

4. Upaya hukum adalah sarana hukum yang disediakan oleh perundang – 

undangan untuk melakukan penyelesaian hukum. 

1. Lembaga pengawasan  adalah majelis pengawas notaris

2. Lembaga organisasi profesi adalah Pengurus Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia  dan/atau Dewan Kehormatan.

3. Lembaga peradilan adalah pengadilan negeri.

5. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pengawasan adalah sesuai sasaran yang 

dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan.


